BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Perwakilan BKKBN Provinsi_Jawa Timur yang merupakan Lembaga
Pemerintah NonKementerian, menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan
Peraturan Pemerintah’ Nomor 71 Tahun 2010. Pengklasifikasian aset tetap
ditentukan dari awal pembelian-dengan kriteria tertentu dan digolongkan sesuai
dengan jenisnya. Aset tetap yang dimiliki yaitu: 1)Tanah, 2)Peralatan dan Mesin,
3)Gedung dan Bangunan, 4)Jaringan 5)Aset tetap lainnya, 6)Konstruksi dalam
pengerjaan.

Pengakuan aset tetap terjadi saat pemindahan kepemilikan dan tercatatnya
aset pada SIMAK-BMN. Pengukuran aset tetap dicatat berdasarkan harga
perolehan. Penyusutan aset tetap dilakukan secara otomatis dengan menggunakan
aplikasi SIMAK-BMN. Berdasarkan hal tersebut perlakuan akuntansi atas aset
tetap yang diterapkan meliputi pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, dan
penyusutan telah sesuai sebagaimana yang tertera pada PSAP No. 07 atas Aset
Tetap.

Selanjutnya, mengenai pertukaran aset tetap tidak pernah dilakukan karena
tidak diperbolehkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kurangnya pemahaman atas

pertukaran aset tetap yang seharusnya boleh dilakukan  menjadi
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tidak diperbolehkan. Selain itu, tidak ada informasi mengenai dilakukannya
penghentian aset tetap terhadap aset tetap yang akan dilelang. Penghentian aset
dilakukan melalui penghapusan aset yang didasarkan dari Risalah Lelang yang
diberikan oleh KPKNL setelah aset tetap berhasil terjual dalam proses lelang.

5.2. Saran

Berikut saran yang dapat diperoleh dari penelitian ini:
1. Perwakilan BKKBN Povinsi Jawa Timur:

a. Sebaiknya Perwakilan ~BKKBN - Provinsi = Jawa timur tetap
mempertahankan pencatatan yang mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan dan mendalami lagi pemahaman dari pencatatan dan
perlakuan akuntansi yang selanjutnya diterapkan.

b. Diperlukan karyawan yang benar-benar paham terhadap pentingnya
perlakuan akuntansi aset tetap agar pencatatan yang dilakukan sesuai
dengan aturan yang berlaku.

2. Penelitian Selanjutnya:

a. Jika penelitian selanjutnya ingin mengambil topik yang relevan,
disarankan agar mengambil ditempat Perwakilan yang berbeda.

b. Jika penelitian selanjutnya ingin meneliti ditempat yang sama,
disarankan agar mengambil topik yang berbeda.

5.3. Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini yaitu Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa

Timur dapat mempertahankan pencatatan dan penyajian laporan keuangan sesuai
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dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Serta dapat memahami perlakuan
akuntansi atas aset tetap mengenai hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak
boleh dilakukan. Maka dari itu, kemungkinan risiko terhadap kesalahpahaman

penafsiran dan pencatatan akan menjadi kecil.
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